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BAB IV  

ANALIAIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN 

PENGADILAN NEGERI SURABAYA DALAM TINDAK PIDANA 

PEMBUANGAN LIMBAH B3 (BAHAN, BERBAHAYA, DAN 

BERACUN) 

 

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Sanksi Tindak Pidana bagi 

Pembuangan Limbah B3 (Bahan, Berbahaya dan Beracun) dalam Putusan 

Nomor 2480/pid.B/2014/PN.SBY   

 

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembuangan 

limbah B3 (bahan, berbahaya, dan beracun). Hakim membuat pertimbangan-

pertimbangan. Menurut pengamatan dari putusan pengadilan negeri 

Surabaya, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pembuangan limbah B3 (bahan, berbahaya, dan beracun) cenderung 

menggunkan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingan dengan yang 

bersifat non yuridis. 

1. Pertimbangan yuridis 

       Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbanga hakim yang 

didasarka pada fakor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan 

oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat 

didalam putusan. Pertimbangan  yang bersifat yuridis diantaranya:
1
 

a. Dakwaan jaksa penuntut umum. 

                                                           
1
 Repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4748/1/09E01948.pdf, diakses minggu, 30 Juli 2016. 
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       Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak 

pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan 

ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan\, dan merupakan  dasar serta 

landasan bagi hakim dalam pemeriksan dimuka pengadilan.
2
 

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan 

itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat (1) 

KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan hal-hal yang harus 

diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materiilnya.
3
 Dakwaan 

berisi tentang identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana 

serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat Pasal yang 

dilanggar (Pasal 143 Ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan 

didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan yang yang disusun 

tunggal, komulatif, alternatif, maupun subsidair.
4
 Dakwaan disusun 

secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan 

suatu perbuatan saja, misalnya hanya sebagai pembuat uang palsu. 

Kalau lebih dari satu perbuatan tindak pidana misalnya ketika 

tertangkap tangan membuang limbah B3 (bahan beracun dan 

berbahaya) ditemukan juga senjata api dalam hal ini dakwaan disusun 

secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini 

disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua ketiga dan seterusnya. 

                                                           
2
 Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara Pidana  Dalam Teori dan Praktik, 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 65. 
3
 Ibid., 66. 

4
 Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 

2006), 125. 
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Selanjutnya dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu 

dalam menentukan peraturan hukum  pidana yang akan diterapkan 

atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. 

Surat dakwaan subsidair adalah surat dakwaan yang terdiri atas atau 

beberapa pasal dakwaan atau berjenjang-jenjang berurutan mulai dari 

ancaman hukuman yang terberat sampai kepada tindak pidana yang 

paling ringan. Subsidair ini dimaksudkan sebagai susunan dakwaan 

pengganti (with the alternative of) dengan maksud dakwaan subsidair 

menggantikan yang primair itu tidak terbukti dipersidangan 

pengadilan.
5
 

       Dalam putusan pengadilan negeri Surabaya yang diteliti dalam 

penulisan skripsi ini, semuanya menyebutkan bahwa dakwaan 

penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan Pasal 103 Ayat 1 jo 

Pasal 116 Ayat 1 Huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup dan tuntutan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan  

penajara dan denda sebesar 1 milyar rupiah, sebagai bahan 

pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan terhadap anak 

pelaku tindak pidana pembuangan limbah B3 (bahan beracun dan 

berbahaya). Dalam Putusan pengadilan negeri Surabaya tuntutan 

jaksa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan dakwaan 

tunggal, karena dalam putusan pengadilan negeri Surabaya hakim 

                                                           
5
 Nikolas Simanjuntak,  Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, (Jakarta: Ghalia, 2009), 

142. 
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dapat langsung menuntut perbuatan terdakwa yang berdasarkan pada 

Pasal 103 Ayat 1 jo Pasal 116 Ayat 1 Huruf b Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. 

b. Tuntutan  pidana 

       Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jensi-jenis dan beratnya 

pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut 

umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan 

menjelaskan karena terbukti melakukan tindak pidana yang mana 

jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut.
6
  

       Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penunut umum disesuaikan 

dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses 

pembuktian dalam persidangan yang disesuaikan pula dengan bentuk 

dakwaan yang digunakan oleh jaksa-jaksa penuntut umum. Sebelum 

sampai pada tuntutannya di dalam requisitor  itu biasanya penuntut 

umum menjelskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana 

yang ia dakwakan kepada terdakwa  dengan memberikan alasan 

tentang anggapannya tersebut.  

       Pada putusan pengadilan negeri Surabaya yang penulis analisis 

jaksa penuntut umum menjatuhkan tuntutan kepada terdakwa dengan 

tuntutan kurungan penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan denda 1 

milyar rupiah. Dalam tuntutannya jaksa penuntut menjelaskan 

                                                           
6
 Tambah Sembiring, Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri, (Medan: USS 

Press, 1993), 59. 
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unusur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada tersangka 

berdasarkan Pasal 103 Ayat 1 jo Pasal 116 Ayat 1 Huruf b Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

c. Keterangan saksi. 

       Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara 

pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu 

peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan ia alami sendiri dengan 

menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
7
 Keterangan saksi 

merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) 

KUHP.  

       Terdapat 10 keterangan saksi dan 1 keterangan saksi ahli dalam 

putusan yang diteliti penulis, saksi disini mampu mempermudah 

jaksa penuntut umum serta hakim dalam menjatuhkan tuntutan 

kepada terdakwa.  

d. Keterangan terdakwa. 

        Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHP, keterangan terdakwa 

digolongkan kepada barang bukti. Keterangan terdakwa adalah  apa 

yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia 

lakukan atau yang dia ketahui sendiri, atau yang dia alami sendiri hal 

ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP.
8
 

                                                           
7
 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, 

(Bandung: PT. Alumni, 2007), 169. 
8
 Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, (Malang: UMM Press, 2008), 25. 
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       Keterangan terdakwa dalam putusan pengadilan negeri Kediri 

merupakan pengakuan yang terucap dari mulut terdakwa yang 

menyatakan dirinya benar-benar melakukan suatu tindak pidana. Dan 

hal ini sangat membantu dalam proses persidangan. 

 

e. Barang-barang bukti. 

       Barang bukti adalah barang yang dipergunkan terdakwa untuk 

melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu 

tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai alat bukti yang 

diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan 

keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk 

membuktikan keterangan terdakwa.
9
 

       Terdapat beberapa barang bukti yang terdapat dalam putusan 

pengadilan Negeri Surabaya  yang dalam hal menjadikan suatu acuan 

dalam memutus perkara pidana pembuangan limbah B3 (bahan 

berbahaya dan beracun), barang bukti itu diantaranya adalah I unit 

truk yang berisikan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun), 202 

kantong plastik limbah yang terdiri dari limbah infeksius dan limbah 

jaringan tubuh, 327 kantong plastik limbahbenda tajam yang terdiri 

dari jarum suntik, botol ampul obat. 

 

 

                                                           
9
 Ansori Sabuan, et.al, Hukum Acara Pidana, (Bandung: Angkasa, 1990), 182. 
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f. Pasal-pasal dalam Undang-undang mata uang. 

       Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal 

yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. 

Menurut Pasal 197 Huruf e KUHAP salah satu yang harus dimuat 

dalam surat putusan  pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang 

didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan. 

       Keseluruhan putusan hakim yang diteliti dalam skripsi ini, 

memuat pertimbangan tentang pasal-pasal dalam undang-undang 

mata uang yang dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu putusan pun 

yang mengabaikannya. Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan 

penuntut umum pasti menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh 

terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan 

menjadi fakta hukum. 

2. Pertimbangan non yuridis. 

       Didalam menjatuhkan hukuman pertimbangan yuridis tidaklah 

cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, hal itu tidak 

cukup tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat 

sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis. Aspek sosiologis 

berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa terdakwa 

melakukan tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji 

kondisi psikologis terdakwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana 
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dan setelah menjalani pidana, aspek kriminologis diperlukan untuk 

mengkaji sebab-sebab terdakwa melakukan tindak pidana dan bagaimana 

sikap serta prilaku terdakwa yang melakukan tindak pidana, dengan 

demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil sesuai 

dengan kebutuhan terdakwa.
10

 

3. Pertimbagan yang memberatkan dan meringankan 

       Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan uang 

di pengadilan negeri Kediri yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal 

yang memeberatkan dan meringankan. Hal ini termuat dalam Pasal 197 

Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat 

keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.  

a. Hal-hal yang memberatkan pidana dalam KUHP 

       KUHP hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan 

memeberatkan pidana, yaitu sedang memangku suatu jabatan (pasal 

52 KUHP), recidive atau pengulangan, dan gabungan atau samenloop 

(titel 6 buku 1 KUHP).  

1. Jabatan 

       Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP 

yang rumusannya adalah “bilamana seorang pejabat karena 

melakukan tindak pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari 

jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai 

kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya 

                                                           
10

 Ibid., 185. 
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karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.” Dasar 

pemberatan pidana tersebut dalam Pasal 52 KUHP adalah terletak 

pada keadaan dari kualitas pejabat. 

2. Pengulangan (Recidive) 

       Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak diatur secara 

umum dalam “Aturan umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus 

untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa 

kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran di 

dalam Buku III. Disamping itu KUHP menganut sistem Recidive 

khusus yaitu pemberatan tindak pidana hanya dikenakan pada 

pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) 

tentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.
11

 

3. Penggabungan ( Concursus/Samenloop) 

       Concursus/Samenloop adalah satu orang melakukan beberapa 

perbuatan kejahatan atau pelanggaran dan beberapa delik belum 

dijatuhi hukuman dan keputusan hakim dan beberapa delik itu 

akan diadili sekaligus .
12

 

b. Hal-hal yang memberatkan pada putusan pengadilan 

       Hal-hal yang memeberatkan yang dipertimbangkan oleh hakim 

untuk menjatuhkan pidana dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya 

yang diteliti dalam skripsi ini terhadap terdakwa tindak pidana 

pemalsuan uang, yaitu: 

                                                           
11

 Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum,…, 30. 
12

 Ibid., 31 
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1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan tercemarnya lingkungan 

2. Dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang diteliti dalam 

penulisan skripsi ini memut hal yang memberatkan adalah 

perbuatan terdakwa dapat Perbuatan terdakwa mengakibatkan 

tercemarnya lingkungan, hal tersebut terdapat pada putusan 

pengadilan negeri Surabaya dengan Nomor Register 

2480/pid.B/2014/PN.SBY. 

c. Hal-hal yang meringankan 

       Hal-hal yang dapat meringankan dalam persidangan adalah: 

1. Terdakwa belum pernah dihukum. 

2. Terdakwa merasa bersalah 

3. Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil. 

        Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembuangan limbah 

B3 (bahan berbahaya dan beracun) lebih cenderung kepada pertimbangan 

yuridis. Dalam pertimbangan hakim tidak ada mengurai mengenai 

pertimbangan non yuridis. Proses penegakan hukum pidana pemalsuan 

uang yang muaranya putusan hakim dipengadilan negeri Surabaya 

sebagaimana terjadi pada saat ini, cenderung meninggalkan pandangan 

terdakwa sebagai atasan yang memerintah. Para pihak terkait antara lain 

jaksa penuntut umum dan hakim melalui alat bukti yang cenderung 

difokuskan pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap 

terdakwa. Proses peradilan lebih fokus terhadap perbuatan terdakwa yang 
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memenuhi unsur tindak pidana pembuangan limbah B3. Dalam proses 

seperti ini menunjukkan hukum acara pidana sebagai landasan beracara 

dengan tujuan mencari kebenaran materiil sebagai kebenaran yang 

selengkap-lengkapnya dan perlindungan hak asasi manusia tidak 

seluruhnya tercapai. 

 

B. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana 

bagi Pembuangan Limbah B3 (Bahan, Berbahaya, dan Beracun) dalam 

Putusan No.2480/pid.b/2014/PN.Sby  

Limbah B3 (Bahan, Berbahaya dan Beracun) menurut PP Nomor 18 

tahun 1999 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung 

bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau 

konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak serta membahayakan 

lingkungan hidup. Limbah B3 yang dibuang langsung ke lingkungan dapat 

menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta 

makhluk hidup lainya. 

Pembuangan limbah B3 (Bahan, Berbahaya, dan Beracun) menurut 

pandangan hukum  islam termasuk dalam kejahatan hukum pidana Islam. 

Ulama-ulama Muta>’akhi>rin menghimpunnya dalam bagian khusus yang 

dinamai Fikih Jin>aya>h, yang dikenal dengan istilah Hukum pidana Islam.
13

 

Dalam hukum pidana islam tersebut terdapat pembahasan mengenai jenis 

                                                           
13

 Rahmat Hakim, Hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11. 
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pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran, termasuk 

juga terdapat tentang lingkungan hidup. 

Islam telah mengingatkan kita berkali-kali agar menjaga lingkungan 

seperti dalam firman Allah Swt. Diterangkan dalam alquran surah Arrum 

Ayat 41 sebagai berikut:  

نَ وَ عَ جَِرَ ي َ َمَ هَ لَ عَ ل ََواَ لَ مَِعَ َىذَِالَ َضَ عب ََمَ هَ قَ ي َ ذَِي لَََِاسَِالنَ َىدَِي اَ ََتَ بَ اكسَ بَِ َرَِحَ بَ الَ وَ َر َِب َ الَ َفََِادَ سَ فَ الَ َرَ هَ ظَ   

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena disebabkan 

perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar manusia merasakan 

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan 

yang benar).
14

 

 

Ayat di atas telah jelas bahwa kerusakan lingkungan terjadi akibat 

prilaku manusia itu sendiri, seperti membuang sampah sembarangan. 

Terutama sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa medis terdiri dari botol 

bekas infus, beserta selang, jarum infus bekas, ampul/botol-botol obat, 

jiregen bekas cuci darah (hemodialisa), sarung tangan medis (hand soon), 

masker, bag/bekas kantong darah, darah dan gips Semua sampah yang 

dihasilakan sisa-sisa medis tersebut adalah sampah yang digolongkan 

dalam limbah B3 (Bahan, Berbahaya dan Beracun) apalagi jika tidak diolah 

dengan baik.  

Tindak pidana tidak melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai 

peraturan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 103 Ayat (1) jo Pasal 116 

Ayat (1) Huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan 

                                                           
14

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan 
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pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) 

bulan kurungan.
15

 

Pengerusakan lingkungan hidup merupakan perbuatan yang sangat 

dilarang hukumnya dan dapat dikatakan sebagai bentuk memerangi Allah 

Swt dan Rasul. Sedangkan jika dilihat dari akibat dan dampak negativ yang 

ditimbulkan dari perusakan likngkungan maka dalil yang digunakan dalam 

menentukan hukum adalah dengan Syad al-Dzariyah. Dan pengerusakan 

lingkungan hidup dalam hukum pidana Islam dapat diancam dengan sanksi 

yang berupa takzir, yang bentuk dan ancamannya diserahkan kepada 

pemerintah atau penguasa.
16

 

Tindak pidana pembuangan limbah B3 (Bahan, Berbahaya, dan 

Beracun) dalam hukum pidana islam termasuk dalam jarimah takzir karena 

dalam jarimah takzir tersebut telah terpenuhi unsur-unsurnya secara 

menyeluruh, bukan termasuk dalam jarimah hudud ataupun jarimah qishash 

diya>t karena dalam kedua jarimah tersebut terdapat unsur yang tidak 

terpenuhi sehingga tidak termasuk jarimah hudud ataupun jarimah qishash 

diya>t.17 Bentuk hukuman yang diterapkan yaitu berupa penjara (al-h}absu) 

dan denda.  

                                                           
15

 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.2480/Pid.B/2014/PN.Sby, 45. 
16

Gufron, Rekontruksi Paradigma Fiqh Lingkungan, (Surabaya: IAIN SA PRESS, 2012), 63.  
17

 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 27.  
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Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pembungan 

limbah B3 (Bahan berbahaya dan beracun) menurut hukum pidana Islam 

merupakan jarimah takzir yang dapat berupa penjara (al-h}absu) tidak 

terbatas yang artinya pelaku tindak pidana pembungan limbah B3 (Bahan 

berbahaya dan beracun) dapat menjalani masa hukuman penjara yang masa 

hukumannya tidak terbatas samapai dia melakukan tobat dan menyesali 

perbuataanya. Hal ini dikarenakan perbuatan terdakwa merupakan salah 

satu bentuk memerangi Allah dan rasul-Nya.
18

 

Sanksi denda ini bisa merupakan hukuman pokok yang dapat 

digabungkan dengan sanksi lainya. Hanya saja syarat tidak menentukan 

batas tertinggi dan batas terendah bagi hukuman denda ini dan hal ini 

ditentukan kepada hukum sesuai dengan keadilan dan tujuan pemberian 

hukuman denda dengan mempertimbangkan pemberian hukuman denda 

dengan mempertimbangkan hakim sesuai dengan keadilan dan tujuan 

pemberian hukuman denda dengan mempertimbangkan jarimah-jarimah 

pelaku dan kondisinya.  

Berdasarkan hukum pidana Islam sanksi yang dijatuhkan kepada 

tindak pidana pembuangan limbah B3 sesuai dengan apa yang sudah di 

jatuhkan hakim dalam putusan pengadilan negeri Surabaya  yakni hukuman 

ta’zi>r yang berupa kurungan penjara serta denda, yang dimana kadar kedua 

hukuman tersebut ditentukan oleh hakim dengan mempertimbangkan hal-
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 Gufron, Rekontruksi Paradigma Fiqh Lingkungan, (Surabaya: IAIN SA PRESS,2012), 63. 
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hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan suatu 

hukuman. 

Kemudian dalam sanksi denda bagi terdakwa hal tersebut termasuk 

dalam denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya, karena denda yang 

ditentukan oleh majelis hakim kepada terdakwa ditetapkan melalui ijtihad 

atau keputusan hakim yang sesuai dengan bentuk pelanggaran yang 

dilakukan. Dengan pidana denda terdakwa Rp. 1.000.000.000,00 dengan 

ketentuan jika tidak dibayar maka akan diganti menjalani hukuman 

kurungan/penjara 4 bulan.  

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sanksi 

hukum yang diberikan hakim sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal ini 

hukuman bagi pelaku tersebut ditentukan oleh hakim dikarenakan sanksi 

ta’zi>r itu diserahkan kepada hakim yang sesuai dengan hukum pidana 

Islam. Terbukti bahwa hukuman yang diterima pelaku adalah majelis 

hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, dengan pidana penjara 

selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 

1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar maka diganti menjalani kurungan masing-masing 

selama 4 (empat) bulan.  

   

 


